


5.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    38    Tahun    2007    tentang
Pembagian    Urusan    Pemerintah    Daerah    Provinsi,     dan
Pemerintah Kabupaten / Kota;

6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang Wajib
Behajar  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008
Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4863);

7.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    17    Tahun    2010    tentang
Pengelolaan    dan    Penyelenggaraan    Pendidikan    (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,  Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     5103),
sebagalmana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah

i Nomor  66  Tahun  2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan   Pendidikan    (Lembaran   Negara   Repubnk
Indonesia   Tahun   2010   Nomor   110,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang  Standar
Nasional Pendidikan;

9.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;

10. Peraturan   Menteri   Pendidikari   dan   Kebudayaan   Republik
Indonesia    Nomor    36    Tahun    2014    Tentang    Pedoman
Pendirian,Perubahan   dan   Penutupan    Satuan   Pendidikan
Dasar Menengah;

11. Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan   Republik
Indonesia Nomor  17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta
didik  Baru  pada  taman  Kanak  -  kanak,   Sekolah  Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

12. Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2006  tentang  Gerakan
Nasional  Percepatan  Penuntasan  Wajib  Belajar  Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

13. Peraturan   Bupati   Pesisir   Selatan   Nomor   43   Tahun   2016
tentang   Kedudukan,    Susunan   Organisasi,   Tugas   Pokok,
Fungsi,  Tata  Kelja  dan  Uraian  Tugas  Jabatan  Struktural
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu
Satu tutu;

14. Keputusan        Bupati        Pesisir        Selatan        Nomor
570/285/KITS/BIT-PS/2017    tentang    Penetapan    Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Pelizinan
Kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentaLng
Pendelegasian   Wewenang    Pelayanan    Perizinan    dan    Non
Perizinan  Kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Perizinan Telpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;




